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IndonesiaOceanJusticeInitiative

PerkumpulanPrakarsaLautBerkelanjutandanBerkeadilanIndonesia

atauIndonesiaOceanJusticeInitiative(IOJI)merupakanlembaga

thinktankindependenIndonesiayangdidirikanuntuk(i)melakukan

advokasikebijakanditingkatnasional,regionaldaninternasional

untukmendukungtatakelolalautyangbaikdanberkelanjutan(good

andsustainableoceangovernance)denganberbasisbukti(evidence

based),(ii) memperkuat jaringan kerja sama pemerintah dan

masyarakatsipilditingkatnasional,regionaldaninternasionaluntuk

mendukungkoalisiaksimerealisasikanpraktik-praktikpembangunan

kelautan yang berkelanjutan termasuk pencapaian tujuan-tujuan

dalam SustainableDevelopmentGoals(SDGs);(iii)Mendorongdan

bekerjasamadenganlembaga-lembagapenegakanhukum ditingkat

nasional,regional,danglobalterkaitpenegakanhukum kejahatan

terkait kelautan dan kejahatan kelautan lintas negara yang

terorganisir, termasuk praktik-praktik kejahatan perikanan,

perdaganganorang,perbudakandanlainnya.IOJIdidirikanpada24

Januari2020dalam bentukperkumpulandanmemperolehstatus

badanhukum dariKementerianHukum danHAM berdasarkansurat

keputusan NomorAHU0001022.AH.01.07 tahun 2020 tanggal4

Februari.PendiriIOJIterdiridariHassan Wirajuda,MasAchmad

Santosa,ArifHavasOegroseno,YunusHusein,TodungMulyaLubis,

LaodeM.Syarif,JosiKhatarina,AldillaStephanie,FadillaOctaviani,

StephaniePrettyRizkaJuwanadanAdityaSalim.
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Dugaan Pelanggaran Kedaulatan dan Hak Berdaulat Indonesia 
Kapal-Kapal Riset Tiongkok 

 
 
Berdasarkan pemantauan AIS (Automatic Identification System), ditemukan fakta bahwa 
terdapat beberapa kapal riset berbendera Tiongkok yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia (ZEE), Laut Teritorial (LT) dan Perairan Kepulauan (PK) Indonesia dan diduga 
melakukan kegiatan riset tanpa izin dari Pemerintah Indonesia. Kapal-kapal tersebut adalah 
Xiang Yang Hong 03, Xiang Yang Hong 19, Xiang Yang Hong 01, dan Yuan Wang 6. 
 
Berdasarkan deteksi AIS, ditemukan bahwa kapal Xiang Yang Hong 03 melintasi ZEE, LT, dan PK 
Indonesia dengan mematikan transmitter AIS sebanyak 3 (tiga) kali. Kapal ini terdeteksi 
melintas dari arah Laut Natuna Utara menuju ke Selat Sunda. 
 
Pada tanggal 19 Januari 2021, masyarakat kepulauan Anambas menemukan sebuah perangkat 
yang diduga merupakan alat sensor mengapung (float) penelitian bawah laut di lokasi dan 
waktu yang tidak jauh dengan lokasi dan waktu perlintasan kapal Xiang Yang Hong 03. 
Diperkirakan alat tersebut memiliki kemampuan komunikasi jarak jauh untuk mengirimkan 
data yang kemungkinan dari hasil pengukuran akustik. Penggunaan sensor akustik seringkali 
digunakan untuk tujuan penelitian eksplorasi tambang minyak, estimasi biota laut, kontur 
dasar laut dan lain sebagainya.1 Belum dapat disimpulkan secara pasti apakah penemuan float 
ini berkaitan dengan perlintasan kapal Xiang Yang Hong 03. 
 
Kapal riset Tiongkok lainnya yaitu Xiang Yang Hong 19 dan kapal Xiang Yang Hong 01 juga 
pernah melewati ZEE, LT dan PK Indonesia dengan tidak mengaktifkan AIS pada bulan Maret 
2020 dan Desember 2020. 
 

 
1 Muhammad Zainuddin Lubis, et.al., “Penerapan Teknologi Hidroakustik Di Bidang Ilmu Dan Teknologi Kelautan,” 
Jurnal Oseana LIPI, Vol. XLII No. 2 (2017), hlm. 34-44. 
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Gambar deteksi kapal riset Xiang Yang Hong 03, 01 dan 19 dari data AIS. Garis putus-putus adalah 

ketika kapal tidak mengaktifkan AIS. 
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Gambar deteksi kapal Yuan Wang 6 dari AIS dan citra satelit radar ESA Sentinel-1. 

 
Selain itu, kapal riset Tiongkok Yuan Wang 6 juga pernah melintasi ZEE, LT dan PK Indonesia 
dari Januari-April 2018. Kapal Yuan Wang 6 berada di area ALKI-III yaitu antara Pulau Sulawesi 
dan Maluku Utara sampai ke selatan Pulau Nusa Tenggara. Selama periode 8 – 12 Januari 2018 
dan 23 – 26 Maret 2018, Yuan Wang 6 melakukan pergerakan dengan lintasan bolak-balik dari 
satu titik ke titik lain secara berulang. Pola pergerakan ini adalah pola pergerakan kapal survey 
ketika melakukan penelitian di laut.  
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Gambar pola riset kapal Yuan Wang 6 di Laut Maluku dari data AIS 

 
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS (United Nations Convention on 
the Law of the Sea) dan PP Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing 
dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia, setiap kapal berhak melintas di 
ZEE, LT dan PK Indonesia dengan persyaratan. Kapal asing dilarang melakukan kegiatan riset 
kelautan tanpa izin tertulis dari Pemerintah Indonesia. Selain itu, kapal harus melintas secara 
terus menerus (tanpa berhenti) dan cepat (continuous and expeditious) di LT dan PK Indonesia 
serta wajib mengaktifkan AIS selama melintas di ZEE, LT dan PK Indonesia. Apabila mengacu 
pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan 
Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia, kapal 
berbendera Indonesia dan kapal asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia wajib 
memasang dan mengaktifkan AIS. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenakan 
sanksi pidana berdasarkan Pasal 317 Undang-Undang Pelayaran dengan ancaman hukuman 
maksimal 1 tahun penjara dan denda paling banyak 200 juta rupiah. 
 
Berdasarkan UNCLOS, penegakan hukum pidana terhadap kapal asing dapat dilakukan jika 
konsekuensi dari perbuatan kapal tersebut berdampak bagi negara pantai atau jika perbuatan 
kapal tersebut mengganggu keamanan dari negara yang perairannya dilintasi. Tidak 
mengaktifkan AIS saat melintas merupakan hal yang berdampak serius bagi keselamatan 
pelayaran di ALKI. Selain itu, kegiatan riset kelautan oleh kapal asing merupakan hal yang 
mengganggu keamanan sebuah negara. 
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Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2019, penelitian dapat dilakukan oleh 
Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Asing dan/atau orang asing dengan syarat 
wajib memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Riset dan Teknologi. Perlu 
ditelusuri lebih lanjut keberadaan izin penelitian asing oleh kapal-kapal ini pada Kementerian 
Riset dan Teknologi. Apabila ditemukan bahwa tidak ada izin untuk kapal-kapal di atas, UU 
Nomor 11 Tahun 2019 telah mengatur sanksi administratif maupun pidana bagi lembaga asing 
atau orang asing yang melakukan penelitian tanpa izin. 
 
Dengan demikian, dapat direkomendasikan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut: 
1. Kementerian Riset dan Teknologi menyampaikan kepada publik mengenai ada atau 

tidaknya perizinan untuk melaksanakan riset kelautan bagi kapal riset Xiang Yang Hong 03, 
Xiang Yang Hong 01, Xiang Yang Hong 19 dan Yuan Wang 6 pada periode perlintasan kapal-
kapal tersebut di wilayah perairan Indonesia. 

2. Apabila tidak ada izin yang diberikan kepada kapal-kapal riset tersebut, Kementerian Luar 
Negeri mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Tiongkok yang menegaskan 
keberatan Pemerintah Indonesia terhadap tidak aktifnya AIS kapal-kapal riset Tiongkok saat 
melintas di Perairan Indonesia. 

3. TNI AL dan Bakamla perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perlintasan kapal-kapal riset 
berbendera Tiongkok dan negara-negara lainnya melalui peningkatan intensitas patroli di ALKI I, II, 
dan III. 

4. Pemerintah RI perlu secara tegas dan konsisten melaksanakan penegakan hukum terhadap kapal-
kapal riset asing yang melakukan kegiatan riset secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. 
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DUGAANPELANGGARANKEDAULATANDANHAK

BERDAULATINDONESIAOLEHKAPAL-KAPALRISET

TIONGKOK

BerdasarkanpemantauanAIS(AutomaticIdentificationSystem)ditemukanfakta

bahwaterdapatbeberapakapalrisetberbenderaTiongkokyangmemasukiZona

EkonomiEksklusifIndonesia(ZEE),LautTeritorial(LT)danPerairanKepulauan(PK)

IndonesiadandigugamelakukankegiatanrisettanpaizindariPemerintahIndonesia.

Kapal-kapaltersebutadalah:(i)XiangYangHong03;(ii)XiangYangHong01;(iii)

XiangYangHong19;dan(iv)YuanWang6.

1.XIANGYANGHONG03
BerdasarkandeteksiAISkapalrisetberbenderaTiongkokbernamaXiangYangHong

03,ditemukanfaktabahwakapalinimelintasiZEE,LT,danPKIndonesiadengan

mematikantransmitterAISsebanyak3(tiga)kali.Kapaliniterdeteksimelintasdari

arahLautNatunaUtaramenujukeSelatSunda.Tabeldibawahiniberisiidentitas

kapalXiangYangHong03.

NamaKapal XiangYangHong03

Bendera Tiongkok

NomorIMO 9779680

MMSI 413701510

Pemilik TheThirdOfInstituteOfOceanography

TahunPembuatan 2016

PelabuhanAsal Xiamen

Tonase 5.200

Foto

KapalXiangYangHong03
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RincianmengenaitidakterdeteksinyatransmitterAISkapalXiangYangHong03

adalahsebagaiberikut.

Tabel1.TransmisiAISTidakTerdeteksidariKapalXiangYangHong03

No.

WaktuAIS

Tidak

Terdeteksi

WaktuAIS

Terdeteksi

Kembali

Durasi Lokasi
Kecepatan

Rata-Rata

1.

09Januari

202120:10

WIB

11Januari

202108:35

WIB

+/-36

jam

LautNatuna

Utara
+/-8knot

2.

11Januari

202113:37

WIB

11Januari

202117:07

WIB

+/-3,5

jam
SelatKarimata +/-9knot

3.

11Januari

202118:23

WIB

12Januari

202106:53

WIB

+/-12

jam
LautJawa +/-9knot

Perkiraankecepatanrata-rataketikakapalXiangYangHong03tidakterdeteksiAIS

adalah8-9knot.KetikaAIS-nyaterdeteksidanmelintasnormal,kecepatankapal

adalahsekitar11knot.SepuluhharisetelahperlintasankapalXiangYangHong03,

tepatnya pada tanggal 19 Januari 2021,masyarakat kepulauan Anambas,

menemukan sebuah perangkatyang diduga merupakan alatsensor-mengapung

(float)penelitianbawahlautdenganciri-ciriberbentuktabunglonjongberwarnabiru,

memilikibaling-balingdanmemilikitandabertuliskanaksaraCina.Perangkatsensor

tersebutmiripdenganperangkatsensorArgofloat tetapibukanmerupakanArgo

float.Tiongkokberpartisipasipadaprogram internasionalArgo1,namunArgofloat

berbedadengandengansensor-melampung(float)yangditemukandikepulauan

Anambas.Argo floatbiasanya berwarna kuning atau merah jika berasaldari

TiongkoksedangkanalatsensoryangditemukandiAnambastersebutberwarnabiru.

Argofloatjugatidakmemilikibaling-baling.SekilasdarilabelaksaraCinayangdapat

diamatipadaalatsensor-mengapungtersebut,alattersebutmemilikikemampuan

komunikasijarak jauh untuk mengirimkan data yang kemungkinan darihasil

pengukuranakustik2.Penggunaansensorakustikseringkalidigunakanuntuktujuan

penelitianeksplorasitambangminyak,estimasibiotalaut,konturdasarlautdanlain

sebagainya.Belum dapatdisimpulkansecarapastiapakahpenemuanalatsensor-

mengapung(float)iniberkaitandenganperlintasankapalXiangYangHong03.

1 Argoadalahprogram penelitianinternasionalpengukuranparameteroseanografikelautanseperti
suhu,kadargaram,arus,bio-opticallautseluruhduniamenggunakansensor-mengapungyangsering
disebutArgoFloat.
2HISutton:http://www.hisutton.com/Object-found-on-Indonesian-beach.html
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Namun,lokasidan waktukejadian penemuannyatidakjauhdengan waktudan

kejadianperlintasankapalXiangYangHong03.Selainsensor-melampung(float),

padatahun2019,telahbeberapakaliditemukanalatsensoroseanografiberjenis

Seaglider3olehmasyarakatlokaldibeberapawilayahdiIndonesia.

Gambar1:Sensor-melampung(float)yangditemukan

diAnambas Gambar2:aksaraCinapadasensor-melampung

(float)yangditemukandiAnambas

Gambar3:Seaglider

Gambar4:Seaglideryangditemukannelayandi
Indonesia

Gambar5berikutadalahtrackinglintasankapalXiangYangHong03saatmemasuki

ZEE,LT dan PK Indonesia.Garisputus-putusadalah saatkapaltersebuttidak

mengaktifkanAIS.

3 Seaglideradalahjenisautonomousunderwatervehicle(AUV)ataukendaraantanpaawakyang
dapatbergerakdibawahairyangdigunakanuntukmengumpulkandataoseanografi(suhu,kadar
garam dankondisilaut).Memilikisayapatausiripuntukmembantupergerakannyadanmemiliki
desaintorpedo.Alatinitidakmemilikimesindanbaling-baling,akantetapibekerjadengansystem
pompauntukmengubahdayaapunguntukbergerakdidalam air.Saatbergeraknaikturun,siripnya
akanmencuatdanmemuatgayaangkatsupayadapatterdorongkedepan.Alatinidapatbertahan
dalam jangkawaktuyanglamadilaut.(Referensi:ChinaMaritimeSecurityStudy)
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Gambar5.PergerakankapalXiangYangHong03saatmelintasZonaEkonomiEksklusif,Laut
TeritorialdanPerairanKepulauanIndonesiadenganmematikanAISpadapertengahanJanuari2021

sebanyak3kali(SumberData:MarineTraffic)

2.XIANGYANGHONG19danXIANGYANGHONG01
SelainXiangYangHong03,KapalXiangYangHong19dankapalXiangYangHong

01 (keduanya juga merupakan kapalrisetberbendera Tiongkok)juga pernah

melewatiZEE,LT danPK IndonesiadengantidakmengaktifkanAIS.Gambar6

menunjukkanperlintasankapalXiangYangHong19padabulanMaret2020dan

Gambar7 menunjukkan perlintasan kapalXiang Yang Hong 01 pada bulan

Desember2020.Garisputus-putusGambar6danGambar7menunjukkankondisi

AISkeduakapaltersebuttidakaktif.
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Gambar6.PerlintasankapalXiangYangHong19diZEE,LTdanPKIndonesiadenganAIStidakaktif
padabulanMaret2020.

NamaKapal XiangYangHong19

Bendera Tiongkok

NomorIMO 9625279

MMSI 413376370

Pemilik EastChinaSeaBranchoftheStateOceanicAdministration

TahunPembuatan 2016

PelabuhanAsal Shanghai

Tonase 3.281

Foto

KapalXiangYangHong19
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RincianmengenaitidakterdeteksinyatransmitterAISkapalXiangYangHong19

adalahsebagaiberikut.

Tabel2.TransmisiAISTidakTerdeteksidariKapalXiangYangHong19

No.
WaktuAISTidak

Terdeteksi

WaktuAISTerdeteksi

Kembali
Durasi Lokasi

1.
19Maret202005:02

UTC

24Maret202000:41

UTC
5hari

LautNatunaUtara,

LautCinaSelatan

Gambar7.PerlintasankapalXiangYangHong01diZEE,LTdanPKIndonesiadenganAISyangtidak
aktifpadabulanDesember2020.

NamaKapal XiangYangHong01

Bendera Tiongkok

NomorIMO 9779692

MMSI 413330890

Pemilik TheFirstOfInstituteOfOceanography

TahunPembuatan 2016

PelabuhanAsal Qingdao
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Tonase 5.000

Foto

KapalXiangYangHong01

RincianmengenaitidakterdeteksinyatransmitterAISkapalXiangYangHong01

adalahsebagaiberikut.

Tabel3.TransmisiAISTidakTerdeteksidariKapalXiangYangHong01

No.
WaktuAISTidak

Terdeteksi

WaktuAIS

TerdeteksiKembali
Durasi Lokasi

1.
22Desember2020

04:43UTC

25Desember2020

18:36UTC
3hari

LautCinaSelatan,

LautNatunaUtara

PenemuanseagliderdiwilayahperairanIndonesia4telahterjadisetidaknyatigakali.

Seaglidertersebutditemukanolehmasyarakatlokaldibeberapalokasiyaitudi

KepulauanRiau(Maret2019),Masalembo(Januari2020)danKepulauanSelayar

(Desember2020).Gambar8merupakanlokasiditemukannyaseagliderdiIndonesia.

4 BerdasarkanPasal1Angka4Undang-UndangNomor6Tahun1996tentangPerairanIndonesia,
yangdimaksuddengan“PerairanIndonesia”adalahLautTeritorial,PerairanKepulauandanPerairan
PedalamanIndonesia.
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Gambar8.Lokasipenemuanseagliderolehmasyarakatlokaldanlintasankapal-kapalrisetTiongkok.

BerdasarkanstudiyangdilakukanolehChinaMaritimeStudiesInstituteCenterFor

NavalWarfareStudies,USNavalWarCollegetentangChinaDistant-OceanSurvey

Activities5,seaglideradalahalatpenelitiankelautanyangumumnyaberadadisebuah

kapalriset.StuditersebutlebihlanjutmenjelaskanbahwapadaAgustus-September

2017kapalXiangYangHong03pernahmeluncurkanduaseagliderdiarealautlepas

sebelahselatanHawaii6.IlmuwanTiongkokjugapernahmelepaskanseagliderdi

wilayahpantaitimurZEEFilipina.Sebagaimanatelahdijelaskandiatas,kapalXiang

YangHong03adalahkapalyangsamayangmelintasdiLautNatunasampaike

SelatJawapadapertengahanJanuari2021.

3.YUANWANG6
SelainkapalrisetdengannamaXiangYangHong,berdasarkandatatahun2018,

KapalrisetTiongkokbernamaYuanWang6,yangbesarnya4kalilipatdarikapal

XiangYangHong,jugapernahmelintasiZEE,LTdanPKIndonesia.KapalrisetYuan

Wang6adalahkapalrisetyangmampumengendalikansatelitdanroketTiongkok7.

5

https://dnnlgwick.blob.core.windows.net/portals/0/NWCDepartments/China%20Maritime%20Studies
%20Institute/China%20Maritime%20Report%20%233_NOV%202018.pdf?sr=b&si=DNNFileManagerPol
icy&sig=%2Fuy2RAjBuIGTqqfUw%2BJ%2BcPviM2cPLVTsqcXimocOjsw%3D
6http://www.cas.cn/zkyzs/2017/09/117/yxdt/201709/t20170905_4613336.shtml
7ThePLANavyCapabilitiesandMissionsforthe21stCentury:https://fas.org/nuke/guide/china/plan-



10IndonesiaOceanJusticeInitiative

TabelberikutmenjelaskanidentitaskapalYuanWang6.

NamaKapal YuanWang6

Bendera Tiongkok

IMO 9439527

MMSI 413326000

Pemilik AngkatanLautTiongkok(PLANavy)

TahunPembuatan 2008

PelabuhanAsal Shanghai

Tonase 22.686

Foto

KapalYuanWang6

KapalYuanWang6beradadiPKIndonesia,secaraspesifikdiareaALKI-IIIyaitu

antaraPulauSulawesidanMalukuUtara(disebelahutara)sampaikeselatanPulau

NusaTenggara(disebelahselatan).Kapaliniberadadiareatersebutselama4

(empat)bulanyaitudaribulanJanuari2018sampaidenganApril2018.Gambar9

menunjukkanpergerakankapalYuanWang6.

2015.pdf
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Gambar9.PergerakankapalYuanWang6diareaALKI-III.

KamimenyorotipergerakankapalYuanWang6khususnyapadaperiode8– 12

Januari2018dan23–26Maret2018diLautMaluku(Gambar10).KapalYuan

Wang6,padakeduaperiodewaktutersebut,melakukanpergerakandenganlintasan

bolak-balikdarisatutitikketitiklainsecaraberulang.Polapergerakaniniadalah

polapergerakankapalsurveyketikamelakukanpenelitiandilaut.
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Gambar10.PergerakankapalYuanWang6diLautMalukupadaJanuaridanMaret2018.

Selainitu,pada9–11Februari2018,kapaliniterdeteksibolak-balikdiLautTimor

sebelahselatanPulauRote,NusaTenggaraTimur(Gambar11).
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Gambar11.PergerakankapalYuanWang6diLautTimorsebelahselatanPulauRotepadaFebruari
2018

KapalYuanWang6pernahmendekatdengankecepatanrendahbeberapakalike

daratanBitungsebagaimanaterlihatpadaGambar12.PadaGambar12,posisikapal

yangdilingkariadalahposisipadasaatkapalbergerakdengankecepatankurangdari

4knot.Kapalberadapadalokasitersebutkuranglebihhanyaberlangsungkurang

dari1jam.JarakdaridaratanBitungadalahsekitar5sampai10km.
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Gambar12.KapalYuanWang6saatmendekatBitungdengandurasi1jam,berjarak5-10km dari
daratanBitung,pada8Januari,12Januari,26Maretdan30Maret2018.

4.ANALISISHUKUM
BerdasarkanUndang-UndangNomor17Tahun1985tentangRatifikasiUNCLOS

(“UNCLOS”)danPPNomor36Tahun2002tentangHakdanKewajibanKapalAsing

dalam Melaksanakan Lintas DamaiMelaluiPerairan Indonesia (“PP 36/2002”),

kewajibanyangharusdipatuhiolehkapalasingsaatmelintasZEE,LT danPK

Indonesiaantaralain:

(1)Dalam perlintasannya,baikdiZEE,LTdanPKIndonesia,kapalasingdilarang

melakukan kegiatan risetkelautan tanpa izin tertulis dariPemerintah

Indonesia;

(2)Kapalharusmelintassecara terusmenerus(tanpa berhenti)dan cepat

(continuousandexpeditious)diLTdanPKIndonesia;

(3)KapalwajibmengaktifkanAISselamamelintasdiZEE,LTdanPKIndonesia;

Penjelasanlengkapmengenaiketigakewajibantersebutsebagaiberikut:

(1)RisetKelautanberdasarkanUNCLOS

Izintertulisdarinegarapantaiwajibdidapatkansebelum pelaksanaankegiatan

riset.

a.Pasal245UNCLOStentangPenelitianKelautandiLautTeritorial:
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“CoastalStates,intheexerciseoftheirsovereignty,havetheexclusiverightto

regulate,authorizeandconductmarinescientificresearchintheirterritorial

sea.Marinescientificresearchthereinshallbeconductedonlywiththe

expressconsentofandundertheconditionssetforthbythecoastalState.”

“Negara-negarapantaidalam melaksanakankedaulatannya,mempunyaihak

eksklusifuntukmengatur,mengijinkandanmenyelenggarakanrisetilmiah

kelautan dalam lautteritorialnya.Risetilmiah kelautan termaksud harus

diselenggarakan semata-mata dengan ijin yang tegas dinyatakan oleh

Negarapantaimenurutpersyaratanyangditentukanolehnya.”

b.Pasal246ayat(1)dan(2)UNCLOStentangPenelitianKelautandiZona

EkonomiEksklusif:

“1.CoastalStates,intheexerciseoftheirjurisdiction,havetherightto

regulate,authorizeandconductmarinescientificresearchintheirexclusive

economiczoneandontheircontinentalshelfinaccordancewiththerelevant

provisionsofthisConvention.

2.Marinescientificresearchintheexclusiveeconomiczoneandonthe

continentalshelfshallbeconductedwiththeconsentofthecoastalState.”

“1.Negara-negarapantaidalam melaksanakanyurisdiksinyamempunyaihak

untukmengatur,mengijinkandanmenyelenggarakanrisetilmiahkelautan

dalam zonaekonomieksklusifdandilandaskontinennyasesuaidengan

ketentuan-ketentuanyangrelevanKonvensiini.

2.Risetilmiahkelautandidalam zonaekonomieksklusifdandilandas

kontinenharusdiselenggarakandenganijinNegarapantai.”

c.PenelitianKelautandiPerairanKepulauan

Kapalasingmenikmatihaklintasdamai(innocentpassage)atauhakalurlaut

kepulauan (archipelagic sea lanes passage)saatmelintas diPerairan

KepulauanIndonesia.Innocentpassageterjadisaatkapalasingmelintasdi

PerairanKepulauanIndonesiadiluarALKIdanarchipelagicsealanespassage

terjadisaatkapalasingmelintasdidalam ALKI.

UNCLOSmenetapkansyarat-syaratbagisetiapkapaldalam melaksanakan

haknya,baikinnocentpassagemaupunarchipelagicsealanespassage,salah

satunyaadalahtidakmelaksanakankegiatanrisetkelautantanpaizin.Uraian

lebihrincimengenaihalinitercantum dalam poin(2)dibawahini.

(2)TentangHakLintasDamai,HakLintasAlurLautKepulauandanKebebasan

BerlayarmenurutUNCLOSdanPP36/2002

Undang-Undang Nomor17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations

ConventionontheLaw oftheSea(UU 17/1985)danPeraturanPemerintah
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Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban KapalAsing dalam

MelaksanakanLintasDamaiMelaluiPerairanIndonesia(PP36/2002)mengatur

kewajibankapalasingsaatmelintasdiZEE,LTdanPK(baikdidalam maupundi

luarALKI)Indonesia.

SetiapkapalberhakmelintasdiZEE,LTdanPKIndonesiadenganpersyaratan.

Perlintasan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan adalah

pelanggaranhukum,dannegarapantaiberhakuntukmengambiltindakanyang

diperlukanterhadapperlintasantersebut.

HakmelintasdiLautTeritorialdisebutsebagai“haklintasdamai”(innocent

passage).HakmelintasdiPerairanKepulauanterbagimenjadi2(dua):yaitu“hak

lintasdamai”(innocentpassage)jikaperlintasankapalasingtidakberadadi

dalam ALKI,dan“haklintasalurlautkepulauan”archipelagicsealanespassage

jikaperlintasankapalasingberadadidalam ALKI.Terdapatperbedaanantara

innocentpassagedanarchipelagicsealanespassageyangakandijabarkanpada

tabeldibawah.HakmelintasdiZonaEkonomiEksklusifdisebut“Kebebasan

Berlayar”(freedom ofnavigation).

Table4.HakMelintasDiBeberapaZonaMaritim BerdasarkanUNCLOS

ZonaEkonomi

Eksklusif
LautTeritorial

PerairanKepulauan

DiluarALKI Didalam ALKI

KebebasanBerlayar

(freedom of

navigation)

HakLintasDamai(innocent

passage)

HakLintasAlurLaut

Kepulauan(archipelagic

sealanespassage)

Pasal58ayat(1)

UNCLOS:

“Intheexclusive

economiczone,all

States,whether

coastalorland-locked,

enjoy,subjecttothe

relevantprovisionsof

thisConvention,the

freedomsreferredto

inarticle87of

navigation…”

Pasal87ayat(1)

UNCLOS:

Pasal17

UNCLOS:

“Subjectto

this

Convention,

shipsofall

States,

whether

coastalor

land-locked,

enjoythe

rightof

innocent

passage

throughthe

Pasal52

UNCLOS:

“Subjectto

article53and

without

prejudiceto

article50,

shipsofall

Statesenjoy

therightof

innocent

passage

through

archipelagic

waters,in

Pasal53ayat(2)

UNCLOS:

“Allshipsandaircraft

enjoytherightof

archipelagicsealanes

passageinsuchsea

lanesandairroutes.”



17IndonesiaOceanJusticeInitiative

“Thehighseasare

opentoallStates,

whethercoastalor

land-locked.Freedom

ofthehighseasis

exercisedunderthe

conditionslaiddown

bythisConventionand

byotherrulesof

internationallaw.It

comprises,interalia,

bothforcoastaland

land-lockedStates:

(a)freedom of

navigation;…”

territorial

sea.”

accordance

withPartII,

section3.”

Persyaratanbagikapalasingdalam konteksfreedom ofnavigation,innocent

passagedanarchipelagicsealanespassageadalahsebagaiberikut

Table5.PersyaratanPerlintasanKapalAsing

JenisPerlintasan Persyaratan

Innocentpassage bagi

kapal asing yang

melintas di Perairan

KepulauandiluarALKI.

PartIISection3UNCLOS

1.Perlintasan yang kontinu (tanpa berhenti)dan

cepat.

Pasal18UNCLOS:

(1) Passage means navigation through the

territorialseaforthepurposeof:

(a) traversing thatsea withoutentering

internalwatersorcallingataroadstead

orportfacilityoutsideinternalwaters;or

(b)proceedingtoorfrom internalwatersora

callatsuchroadsteadorportfacility.

(2)Passageshallbecontinuousandexpeditious.

However,passage includes stopping and

anchoring,butonlyinsofarasthesameare

incidental to ordinary navigation or are

rendered necessary by force majeure or

distress orforthe purpose of rendering

assistance to persons,ships oraircraftin

dangerordistress.”

2.Perlintasan yang damaidan tidak merugikan
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terhadap keamanannegarapantai.Pelaksanaan

kegiatan risetselama perlintasan adalah salah

satukategoriperlintasanyangtidakdamai.

Pasal19UNCLOS:

(1)Passage is innocentso long as itis not

prejudicialtothepeace,goodorderorsecurityof

thecoastalState.Suchpassageshalltakeplacein

conformitywith thisConvention and with other

rulesofinternationallaw.

(2)Passageofaforeignshipshallbeconsidered

to be prejudicialto the peace,good orderor

securityofthecoastalStateifintheterritorialsea

itengagesinanyofthefollowingactivities:

(a)…

(j)the carrying outofresearch orsurvey

activities;

(k)…”

PP 36/2002 menegaskan kembali larangan

melaksanakan kegiatan risetbagikapalasing yang

melintas diLautTeritorialdan Perairan Kepulauan

Indonesia(Pasal5ayat(1)).Khususkapalrisetasing,

berdasarkanPasal8PP36/2002,diwajibkanmelintas

dalam AlurLautdan dalam perlintasannya tersebut

wajib menempatkan seluruh peralatan riset dan

surveinyadalam keadaantidakbekerja(non-aktif).

Archipelagic sea lanes

passage

1.Perlintasan yang kontinu (tanpa berhenti)dan

cepat.

Pasal53ayat(3)UNCLOS:

Archipelagic sea lanes passage means the

exerciseinaccordancewiththisConventionofthe

rightsofnavigationandoverflightinthenormal

mode solely for the purpose of continuous,

expeditiousandunobstructedtransitbetweenone

partofthehighseasoranexclusiveeconomic

zone and anotherpartofthe high seas oran

exclusiveeconomiczone.”

Pasal54jo.Pasal39ayat(1)hurufaUNCLOS:

Proceed without delay through or over the

(archipelagicsealanes).
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Pasal54jo.Pasal39ayat(1)hurufcUNCLOS:

refrain from any activities other than those

incidenttotheirnormalmodesofcontinuousand

expeditioustransitunlessrenderednecessaryby

forcemajeurorbydistress.

2.Perlintasan tidak menimbulkan kekerasan atau

ancaman kekerasan terhadap kedaulatan dan

kemerdekaan politik negara kepulauan yang

dilintasikapal.

Pasal54jo.Pasal39ayat(1)hurufbUNCLOS:

refrainfrom anythreatoruseofforceagainstthe

sovereignty, territorial integrity or political

independenceof(thearchipelagicStates),orinany

othermannerin violation ofthe principles of

internationallaw embodiedintheCharterofthe

UnitedNations;

3.Selamaperlintasantidakmelaksanakankegiatan

risetkelautantanpaizinnegarakepulauanyang

dilintasikapal.

Pasal54jo.Pasal40UNCLOS:

During(archipelagicsealanespassage),foreign

ships,including marine scientific research and

hydrographic survey ships,may notcarry any

research orsurvey activities withoutthe prior

authorizationofthe(archipelagicState).

PP 36/2002 menegaskan kembali larangan

melaksanakan kegiatan risetbagikapalasing yang

melintas diLautTeritorialdan Perairan Kepulauan

Indonesia(Pasal5ayat(1)).Khususkapalrisetasing,

berdasarkanPasal8PP36/2002,diwajibkanmelintas

dalam AlurLautdan dalam perlintasannya tersebut

wajib menempatkan seluruh peralatan riset dan

surveinyadalam keadaantidakbekerja(non-aktif).

Innocentpassage bagi

kapal asing yang

melintasdilautteritorial

Sama dengan persyaratan innocent passage di

perairankepulauandiluarALKIyaituPartIISection3

UNCLOSkhususnyaPasal18danPasal19

PP 36/2002 menegaskan kembali larangan

melaksanakan kegiatan risetbagikapalasing yang
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melintas diLautTeritorialdan Perairan Kepulauan

Indonesia(Pasal5ayat(1)).Khususkapalrisetasing,

berdasarkanPasal8PP36/2002,diwajibkanmelintas

dalam AlurLautdan dalam perlintasannya tersebut

wajib menempatkan seluruh peralatan riset dan

surveinyadalam keadaantidakbekerja(non-aktif).

Freedom ofnavigation 1.Kapalyangmelintaswajibmemperhatikanhakdan

kewajiban darinegara pantaidan tunduk pada

hukum yang berlaku dinegara pantaisejalan

dengankonvensihukum laut.

2.Pasal246ayat(1)dan(2)UNCLOSsecarategas

menyebutkan kegiatan riset kelautan diZEE

sebuah negara pantaiwajib mendapatkan izin

tertulisdarinegaratersebut.

(3)TentangAIS(AutomaticIdentificationSystem)

Pasal54 jo.Pasal42 ayat(1)jo.Pasal42 ayat(4)UNCLOS memberikan

kewenanganbaginegarakepulauanuntukmengaturbeberapahalyangberkaitan

denganperlintasankapalasingdiperairannya,salahsatunyamengenaiaspek

keamanandankeselamatanpelayaran.Kapalasingwajibuntukpadaketentuan

hukum yangditetapkanolehnegarakepulauanini.8

AIS (Automatic Identification System) merupakan salah satu perangkat

keselamatanpelayaranyangdiaturdalam BABVBagian19sub-bagian2dari

KonvensiSOLAS (SafetyofLifeatSea).KonvensiSOLAS mewajibkankapal

dengankriteriatertentuwajibuntukmemasangAISdanmengaktifkannyaselama

berlayar.9

Pemerintah Indonesia,berdasarkan ketentuan UNCLOS dan SOLAS tersebut,

mengatur mengenai navigasi kapal melalui Undang-Undang Pelayaran10,

Peraturan Pemerintah tentang Kenavigasian11 dan Peraturan Menteri

8Pasal54jo.Pasal42ayat(1)jo.Pasal42ayat(4)UNCLOS:
(1) Subjectto the provisions ofthis section,(the archipelagic State)mayadoptlaws and

regulationsrelatingtotransitpassagethrough(archipelagicwaters),inrespectofalloranyof

thefollowing:

(a)thesafetyofnavigationandtheregulationofmaritimetraffic,asprovidedinarticle41;

(b)…

(4)Foreignshipsexercisingtherightof(archipelagicsealanespassage)shallcomplywithsuch

lawsandregulations.
9Poin2.4.danpoin2.7.padaBABVBagian19sub-bagian2dariKonvensiSOLAS(SafetyofLifeat
Sea)
10Undang-UndangNomor17Tahun2008tentangPelayaran
11PeraturanPemerintahNomor5Tahun2010tentangKenavigasian
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PerhubungantentangtentangPemasangandanPengaktifanSistem Identifikasi

OtomatisBagiKapalYangBerlayarDiWilayahPerairanIndonesia(“Permenhub

AIS")12.

Pasal3PermenhubAISmenyebutkanbahwa,“KapalBerbenderaIndonesiadan

KapalAsingyangberlayardiwilayahPerairanIndonesiawajibmemasangdan

mengaktifkanAIS”.Pelanggaranterhadapketentuantersebut,dapatdikenakan

sanksipidanaberdasarkanPasal317Undang-UndangPelayaran13.

(4)PenegakanHukum PidanabagiKapalRisetAsing

UNCLOSmengaturbahwapenegakanhukum pidanaterhadapkapalasingdapat

dilakukan jika, diantaranya, konsekuensi dari perbuatan kapal tersebut

berdampakbaginegarapantaiataujikaperbuatankapaltersebutmengganggu

keamanandarinegarayangperairannyadilintasi.14

Tidak mengaktifkan AIS dalam perlintasan merupakan halyang berdampak

seriusbagikeselamatanpelayarandiALKIkarenadapatmengakibatkantabrakan

antarkapalyangakanmengakibatkanhilangnyanyawaataupencemaranlaut.

Selainitu,tidakterpantaunyakapalakibattidakaktifnyaAISmengakibatkantidak

dapatdiketahuiapakahkapaldimaksudhanyamelintasataumelakukankegiatan

lainyangdilarang,misalnyakegiatanrisetkelautan.Kegiatanrisetkelautanoleh

kapalasingmerupakanhalyangmengganggukeamanansebuahnegara.Pasal

19UNCLOSmengkategorikankegiatanrisettanpaizinsebagaiperlintasanyang

tidakdamai.Dampakyangtimbuldarikegiatanrisettanpaizininibisamenjadi

fatalbagikeamanansebuahnegarabergantungpadadatadaninformasiapa

yangberhasildikumpulkandarikegiatanrisettersebut.

Olehkarenaitu,berdasarkanPasal27UNCLOS,PemerintahRIberhakuntuk

menggunakankewenanganpenegakanhukum pidananyaterhadapkapal-kapal

risetasingyangdalam perlintasannyamematikanAISdanmelakukanrisettanpa

izindariPemerintahIndonesia.

12 PeraturanMenteriPerhubunganNomor7Tahun2019tentangPemasangandanPengaktifan
Sistem IdentifikasiOtomatisBagiKapalYangBerlayarDiWilayahPerairanIndonesia
13 Pasal317 Undang-Undang Nomor17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:“Nakhoda yang tidak
mematuhiketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal193ayat(1)dipidanadenganpidana
penjarapalinglama1(satu)tahundandendapalingbanyakRp200.000.000,00(duaratusjuta
rupiah).”
14Pasal27UNCLOS:“ThecriminaljurisdictionofthecoastalStateshouldnotbeexercisedonboard
aforeignshippassingthroughtheterritorialseatoarrestanypersonortoconductanyinvestigation
inconnectionwithanycrimecommittedonboardtheshipduringitspassage,saveonlyinthe
followingcases:
(a)iftheconsequencesofthecrimeextendtothecoastalState;
(b)ifthecrimeisofakindtodisturbthepeaceofthecountryorthegoodorderoftheterritorialsea;
(c)…”
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3.Kewajiban Perizinan bagiKapalRisetAsing Berdasarkan Undang-Undang

Nomor11 Tahun 2019 tentang Sistem NasionalIlmu Pengetahuan dan

Teknologi

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurutmetodologiilmiah untuk

memperolehdatadaninformasiyangberkaitandenganpemahamantentang

fenomenaalam dan/atausosial,pembuktiankebenaranatauketidakbenaran

suatuasumsidan/atauhipotesis,danpenarikankesimpulanilmiah.

BerdasarkanPasal75ayat(2)UUNomor11/2019,penelitiandapatdilakukan

olehKelembagaanIlmuPengetahuandanTeknologiAsingdan/atauorangasing

dengansyaratwajibmemperolehizindariPemerintahPusat,dalam halini

MenteriRisetdanTeknologi.Dalam prosespemberianizinpenelitian,komisietik

akanmelakukankelayakanetiksesuaidenganPasal39ayat(4)UU11/2019.

Kemudian,Pasal2ayat(3)jo.Pasal4PeraturanPemerintahNomor41tahun

2006tentangPerizinanMelakukanKegiatanPenelitiandanPengembanganBagi

PerguruanTinggiAsing,LembagaPenelitiandanPengembanganAsing,Badan

UsahaAsing,danOrangAsing(“PP41/2006”)mengaturbahwaMenteriRiset

dan Teknologimengkoordinasikan penilaian atas objek perizinan dan sifat

kerugianyangdapatditimbulkandarikegiatanpenelitiandenganmemperhatikan

dan mempertimbangkan,antara lain:kemanfaatan ilmu pengetahuan dan

teknologi,hubunganluarnegeri,kelestarianlingkunganhidup,politik,pertahanan,

keamanan,sosial,budaya,agamadanekonomi.

Didalam UU Nomor11/2019,Kelembagaanilmupengetahuandanteknologi

asingmeliputi:

1.Lembagapenelitiandanpengembanganasing;

2.Lembagapengkajiandanpenerapanasing;

3.Perguruantinggiasing;

4.Badanusahaasing;

5.Organisasinirlabaasing.

KapalXiangYangHong03,XiangYangHong01,danXiangYangHong19

masing-masingdimilikiolehThirdofInstituteofOceanography,FirstofInstitute

of Oceanography dan East China Sea Branch of the State Oceanic

Administration15 yaitulembagapenelitianyangberadadibawahKementerian

SumberDayaAlam Tiongkokyangbertujuanmemberikandukunganteknisuntuk

pengelolaankelautan,pelayananpublik,danpengembanganekonomikelautan

denganterlibatdalam penelitiankelautandasar,terapanpenelitian,danpenelitian

15

https://dnnlgwick.blob.core.windows.net/portals/0/NWCDepartments/China%20Maritime%20Studies
%20Institute/China%20Maritime%20Report%20%233_NOV%202018.pdf?sr=b&si=DNNFileManagerPol
icy&sig=%2Fuy2RAjBuIGTqqfUw%2BJ%2BcPviM2cPLVTsqcXimocOjsw%3D
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teknologitinggi.Sementara,kapalYuanWang6dimilikiolehAngkatanLaut

Tiongkok(People’sLiberation ArmyNavy).Keempatlembagainimasukke

dalam kategorikelembagaanilmupengetahuandanteknologiasingberdasarkan

UUNomor11/2019.

Kemudian,seagliderdansensor-mengapung(float)merupakanalatpenelitian

kelautanyangumumnyadiluncurkanolehsebuahkapalrisetdibawahlautuntuk

mendapatkandataoseanografiantaralainsuhu,kadargaram,arusdankondisi

laut.Sehingga keberadaan seagliderdan floatyang ditemukan disejumlah

wilayahdiIndonesiamasukkedalam definisipenelitianberdasarkanUU11/2019.

Berdasarkanpenjelasandiatas,makakegiatanpenelitianyangdilakukanoleh

keempatlembagaasingtersebutwajibmemperolehizindariPemerintahPusat.

Perluditelusurilebihlanjutkeberadaanizinpenelitianasingolehkapal-kapalini

padaKementerianRisetdanTeknologi,khususnyaDirektoratJenderalPenguatan

RisetdanPengembangan.

UU Nomor11/2019telahmengatursanksiadministratifmaupunpidanabagi

lembaga asing atau orang asing yang melakukan penelitian tanpa izin

sebagaimanadimaksuddalam Pasal75ayat(2)UUNomor11/2019,yaitu:

a.SanksiAdministratif(Pasal92UUNomor11/2019)

Pencantuman dalam daftarhitam orang asing yang melakukan kegiatan

penelitian,pengembangan,pengkajian,danpenerapanilmupengetahuandan

teknologidiIndonesia

b.SanksiPidana(Pasal93UUNomor11/2019)

PidanadendapalingbanyakRp4.000.000.000(empatmiliarrupiah)apabila

lembaga asing atau orang asing melakukan kembali pelanggaran

sebagaimanadimaksuddalam Pasal92,yaitumelakukanpenelitiantanpaizin.

c.SanksiPidana(Pasal96UUNomor11/2019)

Tuntutandanpenjatuhanpidanadilakukanterhadapbadanusahadan/atau

pengurusnya dalam haltindak pidana yang dimaksud dalam Pasal93

dilakukanolehBadanUsaha.PidanapokokkepadaBadanUsahahanyadalam

bentukpidanadenganketentuanmaksimum pidanadariPasal93masing-

masingditambah⅓.Selainpidanadenda,BadanUsahatersebutjugadapat

dijatuhipidanatambahanberupapencabutanizin.

KESIMPULAN
Berdasarkanhal-haltersebutdiatasmakadapatdisimpulkan:

1.ApabilaKapalXiangYangHong03,XiangYangHong19,XiangYangHong01

danYuanWang6tidakmemilikiizinpenelitiandariPemerintahIndonesia,maka

kapal-kapaltersebutdidugakuatmelaksanakankegiatanrisetkelautansecara

ilegalberdasarkanketentuanPasal245,246,Pasal19ayat(2)hurufj,Pasal54jo.

Pasal40UNCLOSdanPasal75ayat(2)UUNomor11/2019.Perbuataninidapat
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dikenakanancamanhukumanpidanaberdasarkanPasal27UNCLOSjo.Pasal92,

93dan96UUNomor11/2019.

2.KapalXiangYangHong03,XiangYangHong19danXiangYangHong01,

melanggarPasal3PermenhubAISyangmewajibkankapalasingmengaktifkan

AIS saatmelintas diperairan Indonesia.Terhadap ketiga kapalinidapat

dikenakansanksipidanaberdasarkanPasal27UNCLOSjo.Pasal317Undang-

UndangNomor17Tahun2008tentangPelayaran.

REKOMENDASI
Berdasarkan hal-haltersebutdiatas,maka Indonesia Ocean Justice Initiative

menyampaikanrekomendasisebagaiberikut:

1. KementerianRisetdanTeknologi(Kemenristek)menyampaikankepadapublik

mengenaiadaatautidaknyaperizinanuntukmelaksanakanrisetkelautanbagi

kapalrisetXiangYangHong03,XiangYangHong01,XiangYangHong19dan

Yuan Wang 6 pada periode perlintasan kapal-kapaldimaksud diwilayah

perairanIndonesia.

2. Dalam haltidakadaizinyangdiberikankepadakapal-kapalrisetdimaksud,

KementerianLuarNegerimengirimkannotadiplomatikkepadapemerintah

Tiongkok.Nota diplomatik tersebut menegaskan keberatan Pemerintah

IndonesiaterhadaptidakaktifnyaAISkapal-kapalrisetTiongkoksaatmelintas

diPerairanIndonesia,dugaanaktivitasrisetkelautanillegal,danmeminta

pertanggungjawabanPemerintahTiongkok(flagstateresponsibility)terkait

pelanggaranyangterjadi.

3. TentaraNasionalIndonesiaAngkatanLaut,KementerianPerhubungan,dan

BadanKeamananLautperlumeningkatkankewaspadaanterhadapperlintasan

kapal-kapalriset berbendera Tiongkok serta meningkatkan kemampuan

deteksi untuk menghalau operasi peralatan riset/survey bawah laut

(autonomous underwater vehicle). Kesiapsiagaan kapal patroli TNI-AL,

KementerianPerhubungan,danBAKAMLAperlulebihditingkatkandiareaALKI-I,

ALKI-IIdanALKI-IIIuntukmencegahdanmenindakkapalasingyangdalam

perlintasannyamelanggarhukum yangberlakudiIndonesia.

4. Kedepannya,PemerintahRIperlusecarategasdankonsistenmelaksanakan

penegakanhukum pidanaterhadapkapal-kapalrisetasingyangditemukan

melakukan kegiatan riset secara ilegal di wilayah Perairan Indonesia

berdasarkanketentuanPasal27UNCLOSdanPasal93Undang-UndangNomor

11Tahun2019tentangSistem NasionalIlmuPengetahuandanTeknologi.

5. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mempercepat pemeriksaan

terhadapseagliderdanperangkatpenelitianlainyangditemukandisejumlah

wilayahperairanIndonesiadanmengumumkanhasilpemeriksaannyasesuai

dengantugasdankewenanganTNI-AL.

Jakarta,31Januari2021


